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ABSTRAK
dalam jerat hukum tindak pydana

at pemerintahan yang masuk
kresi yang melekat pada jabatannya adalah sebuah
mahaman hukum yang

Maraknva |n‘1.1!~

korupst karena kewenangan dis
woni. Untuk mengatas hal tersebut, maka diperlukan pe
isi maupun akademisi hukum dalam memaknai rumusan pasal dalam
Serta diperlukan adanya

tasan Tindak Pidana Korupsi.
indang-undang untuk mencegah benturan nOTMA atau
pegakan hukum terlebih lagi jika terkait dengan
abat pemerintahan yang
administrasi negara.

scialan dari prakt
Undang-Undang Pemberan
harmonisasi peraturan pen
spanming dalam proses pe
kcwenangan diskresi yang dimiliki pe)
wilayah yakni antara ranah hukum pidana dan ranah hukum

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab
permasalahan ada yaitu mengenai bagaimana hubungan hukum antara diskresi
dan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi seria

! tolak ukur mengkualifikasikan diskresi sebagai penyalahgunaan
kewenangan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Kewenangan merupakan parameter untuk membatasi kewenangan diskresi
pejabat pemerintahan. Konsep penyalahgunaan kewenangan khususnya dalam ranah
hukum pidana diadopsi dari konsep penyalahgunaan kewenangan dalam hukum
administrasi negara yang pada prinsipnya memberikan makna penyalahgunaan
kewenangan sebagai penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan dari
diberikannya kewenangan itu sendiri. Tolak ukur mengkualifikasikan diskresi sebagal
penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi adalah
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facit reum nisi mens sit rea dalam

esi S '”-M:m.korupm.




DAFIAK IO

Halaman
HAI A\ MAN JUDI | l
HALAMAN PERSH FUJUAN i
HALAMAN Pl NGESAHAN. , s
HALAMAN MOl 'O DAN PERSEMBAHAN........ v
ABSTRAK ...cooiirnmnummmmmnmnmnnsnss st oS v
PATA PENGANTAR w.ooomresonesssssssssessssss s asissias e vi
BB T AR 151, S R vin
BAB I. I‘I"Nl)/‘\lllll,ll/\'N
A Latar Bolakang St ..opatpimeser g Lo ]
B Parmasalaliiniie o oo eas s C 8
e Rusng LIRS, ... unsahamemp i SEEEE0 T 0 9
P s R SR 9
E. Sistematika BAITART .. inniipiisessisppaismaee st PRt P T T 11
BAB 1L TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Tindak Pidana KOTOPEE dessamsspnsnrasstesenerm et 13
B. Pengertian B EaRTesi.......... st MR e T 19
leh Pejabat Pemerintahan ...... 25

C. Penyalahgunaan Kewenangan O

1. DISKRESI DAN PENYALAH

BAB
DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA KORUPSI
A. Hubungan Hukum Antara Diskresi dan Penyalahgunaan
Kewenangan Dalam Konteks Tindak Pidana KOrupsi....coeseeses 31
B. Tolak Ukur Mengkualifikasikan Diskresi  Sebagai
Penyalahgunaan Kewenangan Yang Berimplikasi Pada
Tindak Pidana R rpsi e s e T 43
BAB IV. PENUTUP
il 58
e T 59
DAFTAR o 60
LAMPIRAN
viii
———

GUNAAN KEWENANGAN




terakhir yaitu kesimpulan

HAR 1y

PEENL 'Typ

Setelah membahas baby-py}, sebelum k

‘ampailah penulis pada bab
an saran,

A. Kesimpulan

1.

Hubungan antara ‘
gan hukum antara diskresi dan penyalahgunaan kewenangan dalam

konteks tindak pidana korupsi  adalah penyalahgunaan kewenangan

merupakan parameter untuk membatasi kewenangan diskresi pejabat

pemerintahan. Konsep penyalahgunaan kewenangan khususnya dalam ranah

hukum pidana diadopsi dari konsep penyalahgunaan kewenangan dalam
hukum administrasi negara yang pada prinsipnya memberikan makna

penyalahgunaan kewenangan scbagai penggunaan kewenangan yang tidak
sesuai dengan tujuan dari diberikannya kewenangan itu sendiri.
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